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Svarifndin

Abstrac

Frotecticy)  agdinst oltsoigemeg  lator law mcludad o pew
shanomenon in the Indonesian legal systam, many pirtzes want an eswl
ko putsourmne . smee outsowrcing system ouly provides bengfits for the:
comparnyv . in practice, the Office of tha workjorce has.a verv omportant
iee  the system: of ewdsonying 15 as Farmyifing Operahans Agaitst
Semvice Provider Company Workers Oufsonrcing .as the Regrstraton
Agresimmt Gutsenwrcing. Betwesll Leading Prowider Outsourcing and
Corparate swvers Worl, as Recavding Labor Agresingit Specific Time |
PEWT ) betwesn Workzre wid Service Frovider Commpeny wid as the
Labour Inspection Azarist Worker rights Cuytzonrcing.

Eeyword | Frotection, Labar, Chitsmircingn.

I. PENDAHULUAN

Problema outsourcine di Indonesia semakin parah seiring
dilegallcannya prakiik awrsonseme dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang banyak mesuat
kontroversi ifi. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahimya
kembali bahaya kapitalisme, pemermtaly justry melegalkan praktik
oulsonrcmg yang secara ekonomi dan  moral  merugikan
pekerja/burule
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Kontroversi  itu  berdasarkan  kepeatingan  yang
melatarbelakang) konsep pemikiran dari masme-masing subjek. Bagi
yang setuju  berdalih  bahwa outsourcing bermanfaat dalam
pengembangan usaha, memacy tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru
(kontraktor) yang secara hdak langsung membuka lapangan
peketjaan bagi para pencari kerja, dan bahkan di berbagai Negara
praktik seperti i bermanfaat dalam hal peningkatan pajak.
pertinubuhan  dunia  usaha.  pengentasan  pengansguran  dan
kemiskman serta menmgkatkan daya beli masyarakat. sedanglean
bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis tetap
berorientasi pada kennfungan.

Menurut Rachinad Syafa'al (2008:3). menyatakan balwa:

Aksi menolak legalisas system cntsonrcing dilatar belakangt
pemikiran baliwa system mi mempakan corak kapitalizme
modem yang akan membawa kesengsaraan bagi pekerja/bumh.
dan membernkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengusaha
mendominasi lubungan mdustria dengan perlakuan-perlaknan
kapitalis yang oleh Karl Marx dikatakan mengeksploitasi
pekerja/burub. “Dalam konteks yang sangat paradok milah perlu
dilakukan kajian mendasar dalam tataran implementasi hak-hak
dasar burub  kemudian dikrifist babkan dicarikan solusinya
Bukankah kapimaiisnie finaacial, nec-dsberalisas, elobalisasi
ekonomi dan pasar bebas di satw sist akan berhadap-hadapan
secard diametral dengan prmsip-prinsip hak asasi manusia di sisi
lan™.

Legalisasi ontsanrcing memang bermasalah jika ditigan dan

hal Dberlakunya hokum secwra sogiologis ymng bermtikan pada
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efekiivitas hukuom, dimana berlakunyan hokum didasarkan pada
penernnaan atan pengakuan oleh mereka kepada stapa hnkum tadi
tertuju. Nyatanya legalisasi system outsourcing ditolak oleh sebagian
besar masyarakat, karena bertentangan dengan progesivitas gerakan
pekerja/buruly dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang
selama inl menghendaki perbaikan knalitas secara signifikan terhadap
pememihan standar hak-hak dasar mereka.

Pazca dilegalkanuya sistem onlsowrcing yang banvak menuat
kontroversi, pemermtah justru merednksi fanggungjawaboya dalam
memberikan perlindungan huknm bagi pekerja/burnh. Kebijakan
dibidang ketenagakerjpan (emplovment pulicy) baik pada tingkatl
lokal manpim nasional dirasakas kurang mengarah pada upaya-upaya
protekst (socal protection). Employment policy justru mengarah pada
upaya menjadikan pekerjaburuh sebagai bagian dari mekanisme
pasar dan komponen produksy yang memiliki nilai Jual (terkait upah
murah) infuk para mvestor.

Dalam konteks ini pemerintah harus segera meucari solusi
bagaimana memmimalisyr dampak negative darl praktik onfscreing.
Karena dalam waktu yang lama memang felah terjadi persepsi yang
kel babwa perusahaan termasuk perusahaa yang bergerak dibidang
sptsourorne hanyalah kepentingan pengusahadan pemilik modal saja
Eenyataannya, masyarakal mempunyal kepentingan atas Kimerja

penisahaan dalam hal menvediakan produk dan jasa. menciptakan
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kesempatan kerjs dan menyerap pencari kerja. Pemerintah sendiri
berkepentingan agar masyarakal dapal sejalitera selimegga ada rasa

damral dan am an

. PERMASALAHAN
Berdasarkan pendahulvan yang lelah diwraikas di afas, maka
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini vaitu
“bagammanakah peran Pemerintah Bengkuly dalam memberikan

perlindungan huknm terliadap tenaga kenya out sonrcmeg™

OI.PEMBAHASAN

Menurut Sehat Damanik (2006:2), meayatakan balwa
“Outsaoniremng adalah pendelesasian operasi dan manajemen harian
dar suatn proses bisnis kepada pibake lnar (pernsaliaan penyedia jasa
outsctireing), Melalul pendelegasian maka pengelolaan tak Iagi
dilakukan oleh pemsshaan, melainkan dilimpahikan kepada
perusaliaan jasa onrsorrcme

Sedangkan perlindungan hukum menurut kamus besar Bahasa
Indonesia (1996 : 874) adalah “Perbuatan (kal tahu peraturan) nntuk
menjaga dan melmndungi subjek bukwn, berdasarkan peraturan
pemndang-nndangan yang berlakn™.

Menumt Barda Nawawi Arief (1998: 2-3), meayatkan baliwa:

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 macam. vartu
perlmdungan hukmn preventif dan perlindungan hukim represif.
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dimana pemermtah sebagai titik sentral. Perlindungan hukum
preventif adalah saat dimana diberikan kesempatan kepada rakyat
unfuk mengajukan keberafan atas pendapatnya sebelum suatu
kepufusan pemerintah mendapat bentuk yang definmif Dengan
demikian, perlmdnngan holkum vang preventid mempuuyat tnjuan
unfuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya
perlindungan hukum represif’ bestujuan wntuk menyelesaikan

sengketa Perlindungan linkum preventif sangat besar artinya bagt

tindalkan pemerintah yvang didasarkan kepada kebebasan bertindak
karena dengan  adanya perlindingan  huknm  preventif
pemerintal terdorong untk bersikap hati-hati dalam mengambil
kepufusan yang berdasarkan diskresi Densan demikian,
penanganan perlmdungan hukum bagi rakyal oleh peradilan
umum di Indonesia termasuk kategonn perlindungan hukum
represaf

Berdasarkan Tndang-Tndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan telah diatur beberapa Pasal untuk memberikan

perlindungan bagi para pekerja Perlindungan ini sebagai wujud

pengakuan lerhadap hal-hak para pekerja sebagai manusia yang

hams diperfakukan secara wmannsiawi dengan mempeitimbangkan

keterbatasan kemampuan fisikuya.

Dalam Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakesjaan, lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lam

meliputs ¢

i

'Perlindim_ga.n atas hak-hak dasar pekerja atan buruh wontuk

berunding dengan pengnsaha

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kenja

Perlindungan khusus bagi pekeija atau buruli perempuan
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d TPerlindungan tentang upah, kesejabferaan, dan jaminan social
tenaga kerja
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Talun 2003 Testang
Ketenagakerjaan juga mengatur peran pemerintah dalam memberikan
perlindungan hokum terhadap tenaga kerja Cidsonrsine yang
pelaksanaammya diberikan kepada dinas tenaga kerja pada tiap-tiap
provinsi. Maka berdasarkan ketentman Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka peran ditas tenaga kerja
Provins: Bengknln dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga
kerjaout scurzing, yaitu:
. Sebagai Pemberian Ijm Operasional Terhadap TPerusahaan
Penyedia Java Pekerja Shitsonrcing
Unfuk mendirkan sebual perusabaan di  Provins
Bengknln harus memperolel 1zin darn Dmas Tenagakerja dan
Transmigrasi Proving Bengkulu, hal i sesual dengan Undang-
Tudang Nomor 13 Tabun 2003 jo kepmenakertran No. EEP.
10L/MEN/NT/2004, disebutkan bahwa ; *“Tntuk dapat meujadi
pemigahaan  penyedia jasa pekerjabwuh. perusahaan  wapb
memiliki ijin operasional dari mstansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenasakerjaan di kabupaten/kota sesmai domisili
pemsahaan penyedia jasa pekerjaburnb™
Hin  operasional sebagaimana  dimaksud  dalam
Kepnakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 Pasal 2 berfaku
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diselnrul Indonesia untuk jangka waktu 5 (luna) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka wakfu yans sama Dalam hal
petusahaan penyedia jasa pekerja/bub melaksanakan pekerjaan
pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalamy wilayah lebih
dari satm kabupaten/kota dalam gam provinsi, maka pendaftaran
dilakukan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi,

Dalam melakokan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Kepunakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 Pasal 4 pejabal
instansi  yang bertanggungjawab di bidang kefenagakerjaan
melakukan penelitian perjanjian tersebut, Apabila perjanjian telah
memenubt  kefentuan  sebagaunana dimaksud  dalam
Kepuakertrans No. KEP |0L/MEN/VL2004 Pasal 4. maka pejabat
vang bertangenng jawab di bidang ketenagakerjaan menerbitkan
bukti pendafiaran.

Sebagal tempat Pendaftaran Peganjian  Oiufscnicing Antara
Perusahaan Penyedia Cursonrcmg dan Perusahaan pemberi Kerja

Iey Pepjanjtan Ofscuramme Antara Pertisahaan Penyedia
Oyfeonrmng dan Perusaliaan pembeni Keqja harus terdaftar i
Dmas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provins Bengkulu hal ini
sesnai dengan Keputusan Menteti Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. Kep, L01/Men/VI/2004 Pasal 4. Dalam
Keputusan Menten Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
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Indonesia No. Kep 101/Men/VI/2004, dalam Pasal 4

menyebutkan - "Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh

pekerjaan dari perusabaan pemben pekerjaan kedua belah pihak

wajib membuat perjanjian tertulis vane sekurang-kurangnya

memiai |

a. Jends pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerjaburuh dari
perusahaan penyedia jasa

b. Penegasan  bahwa  dalam  melaksanakan  pekerjaan
sebagammana dimaksnd humd s, hobungan kerja yaug tenjadi
adalal anfara perusaliaan penvedia jasa dengan pekerja/bmroh
yang dipekerjakan perusshaan penyedia jasa sehmega
perlmdungan opah dan kesejahiteraan, svarat-syarat kerja serta
perselisiban vaug tinbul menjad: tangsing jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh

¢. Penegasan babwa perusahaan penyedia jasa pekerjabumih
bersedia menerima pekerjabumly dari perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh sebelumnya nntuk jenis-jenis pekerjaan
yang terus menerts ada ei pemisabaan pemberi kerja dalain
hal terjadi penggantian  perusahaan  penyedia  jasa
pekerja/buruh.

3. Sebagai Pencatatan Perjanjian Kerja Waktn Tertentu (PEWT)

anttara Pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa
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PKWT adalah sunatu perjanjian kerja antara pekerja/bumbh
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kena dalam
wakin terteniu yvang telah diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal
58, Pasal 39 Undans-Undanz Nomor 13 Tahun 2003 dan
Keputngan Menterr Tenaga Kerja dan Transmigrast Republik
Indonesia No. Kep l100/Men/VI/2004. (entang Kefentnan
Pelaksanamn Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjan)an Kerja antara peleesja/bumh dengan vendor harns
dibuat secara terinlis balk berdssarkan PKWT atau PEWTT.
Kefentnann ini ferdapat dalam Pasal 65 ayat (6) dan ayat (7)
Tndang-Undang Nomor 13 Tahuu 2003,

Tuman dan pembuatan peyjanpan kerja secara fertulis
adalah:

a Uuotuk mendapatkan kepastian nmlamya dan berakhimya
hubungan kerja antara pekerjaburmh dengan pengnsahan.

b. Uuntuk otemperfegas dan memperjelas mengenm hak dan
kewajiban kedua belah pihak dalam melaksanalkan hubungan

kena

4. Pengawasan Ketenagakerjaan Terhiadap Hak-hak Pekerja

Cursourcing
Pepeawasan terhadap tenaga kerja artzoicme, tidak akan
maksunal spabila dilakukan oleh pemerintah pusat, sehinega

pengawasan ferhadap tenaza kerja owcourcing di  daerah.
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pengawasannya dilimpabkan Dinas Tesaga Kepa dan
Transmigrast yang ada didaerah. Hal mi berdasarkan pada Pasal
13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) hurnif h Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 Tentang Pemermtahan Daerah dan Pasal 7 ayat
(2) hueuf 1 Pepaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam
hal perencanaan. pelaksanaan dan pengendalian di bidang

ketenagaker)aan.

IV.PENUTUP

Danri pembahasan yang telah drakan di atas maka dapat
kesimpulan babwa peran Pemermtah Provins: Beungkulu dalam
memberikan perlindimgan hukum terhadap tenaga kenja st soprcmie.
yaitu sebagai Pemberitan I[jin Operasional Tethadap Perusahaan
Penvedin Jasa Pekerja Chitsonrming, sebagal tempat Pendaftaran
Penjanjian Oifsoncing Antara Perusahaan Penyedia Oufsourcing dan
Perusahaan pemberi Kerja sebagal Pencatatan Perjanjian Kerja
Wakty Tertentu (PKWT) antara Pekerja dan Perusahaan Penyedia
Jaza dan sebagar Pengawasan Ketenasakerjaan Terhadap Hak-lak

Pekerja Oufsonrcing.
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